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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan hidayah- 

Nya  sehingga  Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas  Ketahanan  Pangan  

Provinsi  Bengkulu  tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.   Rancangan Akhir 

Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah 

sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Bengkulu tahun 2026. 

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 

2026 berpedoman pada dokumen, RPJMD (Rencana Kerja Jangka Menengah) 2025-

2029, RENSTRA (Rencana Starategis) 2025-2029 dan RKPD (Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah) Provinsi Bengkulu Tahun 2026.  Rancangan akhir tersebut 

merupakan rencana kerja  terhadap sasaran    dan    prioritas pembangunan  daerah,  

program  dan  kegiatan,  indikator  dan  target  kinerja  serta  pagu indikatif  Perangkat  

Daerah khususnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tahun 2026, untuk 

selanjutnya di tingkatkan menjadi  Rencan Kerja Perangkat Daerah (RKPD)  Provinsi 

Bengkulu Tahun 2026. 

Rancangan Akhir Rencan Kerja Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Bengkulu  

diharapkan dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam penyusunan program kerja 

tahunan yang terarah  dan  berkesinambungan,  sehingga  lebih  berdayaguna  dan  

berhasilguna  bagi penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  peningkatan  

pelayanan  masyarakat, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi 

dan Nepotisme (KKN). 

Demikian  Rancangan Akhir Rencana  Kerja (RENJA) Tahun  2026  Dinas 

Ketahanan Pangan ini  dibuat  sebagai  pedoman  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  

evaluasi  kinerja  pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. 

                                                                                    

Bengkulu,     Juli  2025 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan 

        Provinsi Bengkulu 

 

 

 

                   Ir. Arif Gunadi, M.Si 

     Pembina Utama Madya (IV-d) 

                 NIP: 19680719 199303 1 005 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  
 

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, 

program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Proses 

penyusunan Renja Akhirdidasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada 

tahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) 

yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis 

(Renstra) SKPD, Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode 

sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal 

dari masyarakat. Renja Akhir SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Akhir (Renja 

Akhir) sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, 

Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, 

sehingga setiap tahunnya OPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja OPD).  

Penyusunan Renja Akhir dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan 

sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang 

ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui 

kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses 

perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan. Untuk memperoleh keterpaduan dan 

sinkronisasi pelaksanan program dan kegiatan yang akan direncanakan, untuk itu akan 

di lakukan Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan, Forum Organisasi Perangkat Daerah 

Provinsi Bengkulu, dan tahapan Musrenbang guna merumuskan perencanaan tahun 

2026. 

Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD disusun berdasarkan rencana kerja yang 

tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada RPJMD dan 

RKPD sesuai dengan bidang urusan OPD. Dinas Ketahanan Pangan menyusun rencana 
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kerja akhir berupa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

Dinas Ketahanan Pangan dan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

(Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Inmendagri 

Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah tahun 2025-2029. 

 

1.2 Landasan Hukum  
 

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu 

Tahun 2025 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam 

penyusunannya antara lain:  

1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421);  

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700);  

3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;  

4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 
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DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);  

6.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  

7.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah ;  

8.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;  

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang 

PedomanPelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan 

atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik 

IndonesiaTahun 2012 Nomor 994);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi PembangunanDaerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, DanRencana Kerja Pemerintah 

Daerah;  

11. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas UrusanPertanian 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);  

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1337 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
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Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  

14. Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029. 

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);  

16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 

2010 Nomor 6);  

17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Tahun 

2023 Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentangPembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (LembaranDaerah Provinsi 

Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);  

19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6). 

20. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025.  

 

1.3  Maksud dan Tujuan  

 

Maksud penyusunan Rencana Kerja Akhir Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Bengkulu adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan 
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kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan yang selanjutnya dituangkan dalam RKA 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu pada satu tahun ke depan.  

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu adalah: 

 

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk menyusun program dan 

kegiatan tahun 2026;  

2.  Sebagai alat untuk mengukur kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan;  

3.  Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 

dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan;  

 

1.3 Sistematika Penulisan  

  
Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Akhir Dinas Ketahanan 

Pangan Tahun Anggaran 2026 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

dengan sistematika sebagai berikut: 

 

  BAB I.  Pendahuluan  

1.1. Latar Belakang  

1.2. Landasan Hukum  

1.3. Maksud dan Tujuan  

1.4. Sistematika Penulisan  

  BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu  

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024  

       dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat  

        Daerah 

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD  

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  

  BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah  

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah  
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3.3. Program dan Kegiatan  

  BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  

  BAB V. Penutup 

 

BAB II 

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN 

TAHUN LALU 

 

 

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Dinas Ketahanan Pangan (DTP) 

Provinsi Bengkulu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, 

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra 

DTP, serta permasalahan yang dihadapinya. 

 

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

 dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan. 

 

Anggaran Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2024 bersumber dana APBD 

Provinsi Bengkulu. Pembiayaan yang berasal dari APBD terdiri dari kegiatan rutin (1 

program, 6 kegiatan, 16 sub kegiatan) dan kegiatan utama (4 program, 5 kegiatan, dan 

11 sub kegiatan).  

Tahun 2024 Anggaran APBN (dekonsentrasi) pada Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 2.994.361.000.- ( Dua Milyar Sembilan ratus sembilan 

puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu juta rupiah ) yang di pergunakan untuk 

Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang 

habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak 

dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual 

kepada masyarakat dan belanja perjalanan.  

Alokasi awal anggaran yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Bengkulu menurut APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.289.050.000,- (Sembilan 

milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), yang terbagi atas 

Rp. 6.977.865.600,- (Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta  delapan ratus 

enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk belanja Pegawai dan Rp.2.154.934.400,- 
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(Dua milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga  puluh empat ribu empat 

ratus rupiah) untuk belanja barang jasa, serta Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 

untuk belanja modal peralatan dan mesin. Setelah terjadi perubahan anggaran tahun 2024, 

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai anggaran Rp. 8.615.095.010,- (Delapan  milyar 

enam ratus lima belas juta sembilan puluh lima ribu sepuluh rupiah), yang terdiri dari 

Belanja Pegawai Rp. 6.266.310.610,- (Enam milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga 

ratus sepuluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), Belanja Barang dan Jasa Rp. 

2.328.784.400,- (Dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh 

empat juta empat ratus rupiah), dan belanja modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 

rupiah).  

Dari hasil evaluasi, pada tahun 2024 anggaran yang dapat terserap sebesar Rp. 

8.172.022.748,- (Delapan  milyar seratus tujuh puluh dua juta dua puluh dua ribu tujuh 

ratus empat puluh delapan rupiah) atau dapat terealisasi sebesar 94,86%. 

Sedangkan Anggaran APBN (dekonsentrasi) pada Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 2.994.361.000.- ( Dua Milyar Sembilan ratus sembilan 

puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu juta rupiah ) dapat di realisasikan sebesar  

Rp. 2.985.333.600.- ( Dua Milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga rtus 

tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 99,70%. 
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Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2024 
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2.2  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
 

Capaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan indikator 

yang telah ditetapkan mengacu kepada RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026, uraian 

tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas 

Ketahanan Pangan.  

Keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat dari pencapaian 

indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas 

Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini : 
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Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 

No TUJUAN/ SASARAN 

SPM/ 

STANDAR 

NASIONAL 

IKK SATUAN 

TARGET RENSTRA 

PERANGKAT DAERAH 
REALISASI CAPAIAN 

CATATAN 

ANALISIS 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Tujuan :                     

Meningkatkan Ketahanan 

Pangan masyarakat 

  
Indeks Ketahanan 

Pangan 
Indeks 65,74 65,8 65,85 65,74 69,88  69,93   

                      

2 

Sasaran :                                            

Meningkatkan sumberdaya 

ekonomi untuk kedaulatan 

dan kemandirian pangan, 

diversifikasi pangan, 

penanganan daerah rentan 

rawan pangan dan 

keamanan pangan 

  

Nilai Skor Pola 

Pangan Harapan 

(PPH)Ketersediaan 

Pangan 

Skor 83 83,5 84 89,66 89,28 90,74   

  

Nilai Skor Pola 

Pangan Harapan 

(PPH) Konsumsi 

Pangan 

Skor 84,5 85 85,5 83,7 89,5  89,8   

  

Persentase Penurunan 

Daerah Rentan Rawan 

Pangan 

Persentase 5 5 5 5 37 11,77   

  

Persentase Tingkat 

Kemanan Pangan 

Segar 

Persentase 85 85 85 98  86,6 78,58   
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2.3  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 
 

Pelayanan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu sangat 

dipengaruhi oleh kondisi faktor eksternal dan faktor internal. Kondisi sumber daya 

manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana 

penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan 

pelayanan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah 

pada kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi, baik dalam 

aspek : ketersediaan pangan , kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan 

cadangan pangan, penganekargaman konsumsi pangan, penanganan keamanan 

pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan. 

Berdasarkan Capaian Kinerja Sasaran yang telah dihasilkan, perlu adanya 

Tindak lanjut Kegiatan yang harus dilaksanakan :  

1.  Pencapaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Bengkulu perlu ditingkatkan 

sampai pada batas aman yaitu pada Kelompok 6 dengan nilai lebih dari 74,40. 

Semakin tinggi nilai IKP ketahanan pangan Provinsi Bengkulu semakin baik. 

Diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait sesuai dengan indikator pada 

aspek ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan dalam 

mencapai ketahanan pangan.  

2.  Peningkatan Nilai skor PPH Ketersediaan Pangan yang diperoleh dari hasil Neraca 

Bahan Makanan merupakan upaya dalam meningkatkan keragamanan ketersediaan 

pangan. Nilai PPH Ketersediaan pangan mendekati 100 menandakan bahwa 

ketersediaan pangan telah beragam, hal ini akan berpengaruh pada konsumsi 

pangan yang beragam. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan PPH 

Ketersediaan Pangan adalah menyediakan pangan pada kelompok-kelompok 

pangan yang masih kurang tersedia.  

3.  Keberagaman konsumsi pangan yang dilihat dari Nilai PPH Konsumsi Pangan 

yang merupakan hasil analisis konsumsi pangan berdasarkan data Susenas, 

keberagaman konsumsi pangan sangat dipengaruhi oleh keberagaman ketersediaan 

pangan. Peningkatan keberagaman konsumsi pangan dilakukan dengan promosi, 

edukasi, dan sosialisassi terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, 

dan aman.  
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4.  Penurunan daerah rentan rawan pangan sangat berkaitan dengan upaya penanganan 

daerah rentan rawan pangan yang merupaka hasil dari analisis peta ketahanan dan 

kerentanan pangan/food security and vulnerability atlas (FSVA) yang dilakukan 

pemutakhiran setiap tahun. Koordinasi dengan lintas sektor terkait sangat 

berpengaruhi terhadap penurunan daerah rentan rawan pangan, sehingga perlu 

dilakukan sosialisasi hasil peta FSVA dan sinkronisasi program dan kegiatan 

terkait penanganan daerah rentan rawan pangan tersebut.  

5.  Pengawasan terhadap keamanan pangan sangat penting dilakukan terutama untuk 

pangan segar asal tumbuhan. Perlu perluasan pengawasan baik pada Pre Market 

maupun Post Market, saat ini dikeluarkan 2 jenis sertifikat yaitu sertifikat Prima 3 

dan Registrasi PSAT. Ke depan akan dilaksanakan pengawasan Pre Market antara 

lain Izin Edar, Sanitasi Hygiene, Registrasi Rumah Kemas, Health Certificate, serta 

pendataan pelaku dan produk pangan segar. Pengawasan Post Market meliputi 

Pengujian, Label dan Kemasan, dan Pengambilan Contoh. Penguatan Sumber daya 

bagi Petugas, sarana dan prasarana penunjang sangat dibutuhkan.  

 

2.4  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
 

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Bengkulu merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah yang 

telah ditetapkan.  

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tidak mengadakan Musrenbang ke 

Kabupaten/Kota dalam menyerap usulan kegiatan, namun untuk pelaksanaan proses 

hibah, kelompok tani di Kabupaten/Kota diharuskan untuk mengajukan proposal 

kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 14 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan bantuan Sosial 

yang bersumber dari APBD tanggal 23 Maret 2016 dan juga berdasarkan Peraturan 

Gubernur  No. 35 Tahun 2011 tentang Tata cara penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring Evaluasi Belanja 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Daerah 

(APBD). 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1.  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  
 

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan 

Nasional dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Indonesia. 

Adapun Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah sebagai berikut :  

V I S I :  

“Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian 

pangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, 

mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” 

M I S I :  

1. Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan.  

2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan  konsumen.  

3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.  

4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.  

5. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan dan gizi yang berkualitas untuk hidup 

sehat, aktif dan produktif 

6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya 

 

Tujuan Badan Pangan Nasional sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional 

adalah sebangai berikut :  

1. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang bersumber dari produksi 

dalam negeri. 

2. Memperkuat sistem logistik pangan. 

3. Menurunkan daerah rentan rawan pangan dan masyarakat yang tidak berkecukupan 

pangan dan gizi. 

4. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang 

berbasis potensi sumberdaya lokal. 

5. Meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan segar. 

6. Meningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan 

organisasi yang transparan, akuntabel, profesionalisme, dan berintegritas tinggi 

dalam memberikan layanan kepada masyarakat.  
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Tujuan Badan Pangan Nasional dicerminkan melalui indikator tujuan sebagai 

berikut :  

1. Skor Pola Pangan Harapan dengan target 95,2 tahun 2025  

2. Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 69,8% pada tahun 2025  

3. Inflasi Pangan Bergejolak dengan target 4,0 +1% pada tahun 2025  

4. Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan 

Pangan Sedang atau Berat) dengan target skor 4,0 pada tahun 2025.  

5. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional dengan target skor 80 pada 

tahun 2025  

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan target 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2025  

 

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode 

tahun 2022-2024 dan strategi adalah :  

 

SS1. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal  

1. Rasio Ketersediaan setiap komoditas pangan  

2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang 

direkomendasikan  

3. Rasio Angka KecukupanEnergi (AKE) ketersediaan terhadap yang 

direkomendasikan  

4. Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap 

komoditas yang menjadi kewenangan.  

 

Dengan strategi :  

 

1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN 

Pangan  

2. Pengendalian import dan eksport pangan  

3. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan  

4. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan diseluruh wilayah  

SS2. Terwujudnya Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan  
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1. Rasio Komoditas Pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan 

dengan harga rata-rata ditingkat produsen maksimum 5% (lima persen) di 

bawah dan/ atau 10%(sepuluh persen) diatas harga acuan pembelian ditingkat 

produsen dan harga penjualan ditingkat konsumen (HAP)/harga pembelian 

pemerintah (HPP)/Harga keekonomian.  

2. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan 

harga rata-rata ditingkat konsumen maksimum 10% (sepuluh persen) di atas 

HAP/HET/Harga keekonomian.  

3. Jumlah Provinsi dengan disparitas harga komditas (yang menjadi kewenangan) 

di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional perkuartal, 

maksimum 10% (sepuluh persen).  

4. Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan 

harga rata-rata nasional ditingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 

10% (sepuluh persen).  

5. Inflasi pangan bergejolak  

Dengan Strategi :  

 

1. Penguatan sistem logistik pangan  

2. Stabilitas harga pangan di produsen dan konsumen  

3. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan  

4. Penguatan kelembagaan pangan yang inklusif (petani, pelaku usaha pangan, 

BBUMN/BUMD Bidang Pangan.  

 

SS3. Terentasnya Kerawanan Pangan dan Gizi  

 

1. Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan  

2. Prevalence of Undernourishment (PoU)  

 

Dengan Strategi :  

 

1. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi  
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2. Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak 

bencana.  

3. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan  

4. Peningkatan aksessibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke 

wilayah defisi.  

5. Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi  

 

SS4. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar  

 

1. Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu 

pangan  

2. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi  

 

Dengan Strategi :  

 

1. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan  

2. Peningkatan kapasitas stakeholder sistem pangan dalam rangka jaminan 

keamanan dan mutu pangan segar.  

 

SS5. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat  

 

1. Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan  

 

Dengan strategi :  

 

1. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi 

seimbang, dan aman (B2SA)  

2. Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal  

3. Pengendalian Pemborosan Pangan.  

SS6. Pengembangan Data dan Informasi Pangan  

 

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan  
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Dengan strategi :  

1. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor import produk 

pangan strategis.  

2. Platform pangan berbasis data driven  

3. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan.  

 

SS7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Naional yang efektif, sfisien dan 

berorientasi pada layanan prima.  

 

1. Nilai Reformasi Birokrasi  

2. Nilai Kinerja Anggaran  

Dengan Strategi :  

1. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan 

debirokrasi, deregulasi dan digitalisasi  

2. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel  

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu 
 

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 

2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan 

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026, adalah sebaagai berikut :  

Tujuan :  

Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat.  

Sasaran :  

Meningkatkan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian 

Pangan, Diversifikasi Pangan, Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan dan 

Keamanan Pangan.   
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Tabel 3.1 Tujuan dan  Sasaran dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2026 

 

NO TUJUAN/ SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

Tahun 

2026 
Unit Kerja 

Prioritas 

Program 

1. Meningkatkan Ketahanan 

Pangan Masyarakat 

Indeks Ketahanan 

Pangan 
Indeks 66, 0  Dinas Ketahanan Pangan 3 

Meningkatkan Sumberdaya 

Ekonomi untuk Kedaulatan 

dan Kemandirian Pangan, 

Diversifikasi Pangan, 

Penanganan Daerah Rentan 

Rawan Pangan dan 

Keamanan Pangan 

Nilai Skor Pola Pangan 

Harapan 

(PPH)Ketersediaan 

Pangan 

Skor 85  

Bidang : Ketersediaan 

&Kerawanan Pangan; 

Konsumsi dan Keamanan 

Pangan; Distribusi dan 

Cadangan Pangan 

3 

Nilai Skor Pola Pangan 

Harapan (PPH) 

Konsumsi Pangan 

Skor 86,5 

Bidang : Konsumsi & 

Keamanan Pangan; 

Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan; 

Distribusi dan Cadangan 

Pangan 

3 

Persentase Penurunan 

Daerah Rentan Rawan 

Pangan 

Persentase 5  
Bidang Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan 
3 

Persentase Tingkat 

Kemanan Pangan Segar 
Persentase 85 

UPTD BPMKP, Bidang 

Konsumsi dan Keamanan 

Pangan 

3 
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Gambar 1 Pohon Kinerja  DTP Provinsi Bengkulu dalam mencapai Sasaran Kinerja Tahun 2026 
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3.3 Program dan Kegiatan  
 

  Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta 

upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. 

Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan 

adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang 

direncanakan untuk periode Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini : 
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Tabel 3.2 Rumusan Rencana  Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Provinsi 

Bengkulu 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

  Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu 

tahun 2026 dijabarkan dalam tabel 4.1 berikut ini : 
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Tabel 4.1 Rancangan Akhir Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Bengkulu Tahun 2026 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Rencana Awal Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2026 telah disusun dalam dokumen 

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranwal renja) OPD. Dengan disusunnya dokumen 

Ranwal Renja OPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas 

Ketahanan Pangan dapat berjalan lancar, sehingga mempermudah dalam pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban serta memberi kontribusi terhadap capaian target 

pembangunan provinsi Bengkulu.  

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana kerja Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai 

berikut :  

1. Rencana Kerja disusun terukur berdasarkan arah kebijakan RKPD di Provinsi 

Bengkulu Tahun 2026 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan.  

2. Bidang dan UPTD Lingkup Dinas Ketahanan Pangan agar segera menyusun 

rencana kerja masing-masing dengan mengacu pada Rencana Kerja yang telah 

ditetapkan.  

3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran 

(DPA) untuk setiap Program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah 

ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.  

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu 

Tahun 2026 diharapkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh 

target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai. Adapun jika terjadi 

kendala dalam  mencapai target kinerja tersebut, yang dikarenakan belum memadainya 

anggaran dan masalah teknis lainya dapat dilakukan pada perbaikan melalui perubahan 

rencana kerja. 


